Mcenimmbang

FPRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REMUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAIUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAIIUN 1974 TENTANG

HE

b,

POKOK-POKCK KEI'"EGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

babwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk
mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban
madern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan
Pegawai Negeri yang merupakan  unsur aparatur negara  yang
bertugas  scbagai  abdi  masyarakat yang menyclenggarakan
pelayanan sccara adil dan merala, menjiga persatuan dan kesatuan
bangsa dengan pench kesetiain kepada Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945;

bahwa unluk maksud tersebut pada hurul a, diperlukan Pegawai
Ncgert yang berkemampuan melaksanakan pas sccara profesional
dan  Dbertanggung  jawab  dalam menyelenggarakan  tugas
pemerintahan dair pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi,

kolusi, dan ncpotisme;

bahwa untuk men bentuk sosak Pegawai Negeri Sipil scbagaimana
tersebut pada buruf b, diperfukan upaya meningkatkan manajemen

Pegawar Negeri Sipil sebagai bagian dari Pepawai Negeri;

d.  bahwa ...
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Menetapkan
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d. bahwa schubungan dengan hurul a, b, dan ¢ terschbut di alas,
dipandang perlu untuk mengubaly Undang-undang Nomor 8 Tahun

1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

Lo Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28
Undang-Undang Dasar 194,

2. Undang-undang MNomor & Tabun 1974 (entang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Nomaor 304 1);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang  Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3239,
4. Undang-undang Nomor 28 Tahug 1999 fenlang Penyclenggara
Negara Yang Bessih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negarn Tahun 1999 Neomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851) |

1

Dengan persctujuan

WAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAIHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK
KEPEGAWATAN,

Pasal 1 ...



PRESINEIN
REPURILIKC INDONESIA

Iasal 1 |
Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Namor 8 Tahun 1974 |
lentang Pokok-pokok Kepegawaian, dinbah scbagai berikut :

Lo Judul BAB I dan ketentuan Pasal | menjadi berbunyi scbagai

herikul:

DAL I "

KETENTUAN UMUM

Pasal |
Padam Undan Swadang i yang dimaksud denean :
IS It 5

Lo Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia
yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh
pejabal yang berwenang, dan diseral] tugas dalam suatu jabatan
neger, atau diszrahi tugas negara lannya, dan digaji berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e

2. Pejabal yang berwenang adalal pejabat Yang mempunyai
Kewenanpan mengangkar, memindabikan, dan memberhentikan
Pegawai Negeii berdasarkan peraturan - perundang-undangan

yang berlaku,

3. Pejabat yang berwajib adelah pejabat yang karena Jjabatan atau
tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku,

4. Pejabat ..,
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Pejabat Ncgara adalah  pimpinan  dan anggola  lembaga
tertinggi/tinggi nepara sshagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar 1945 dan Pcjabat Negara lainnya yang dilentukan

oleh Undang-undang.

fabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang cksekutif yang
ditctapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk
di dalamrya jabatan datam kesckretariatan lembaga tertinggi atau
fingpd nepara, daa kepaniteraan pengaditan,

Jabatan Karier adalah jobatan struktural dan fungsional yang

hanya dapat diduduki Pepawai Negert Sipil setelah memenuhi

syaral yanp ditentakan,

Tabatan organik adatah Jhatan negeri yang menjadi tugas pokok
pada sualu satuan organisasi pemcrinta.

Manajenen Pepawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-
upaya untuk mieningkatkan cfisiensi, cfektivitas dan derajat
profesionalisme peryelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban
kepepawaian, ying o mehiputi pcrcnc:nn-nun, pengadaan,
pengembangan  kualitas, pencmpaan, - promosi, penggajian,

kesejahteraan, dan pemberhention.”

2. Judul BAB I %etentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 menjadhi

berbunvi sehagai berikut -

“BAB I ...
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“BaBp oIl

JENIS, KEDUDUK AN, KEWAJIBAN, DAN

h

HAK PEGAWAL NEGERI

Bagian Pertama

Jenis dan Kedudukan

Pasal 2
Pegawar Negeri terdivi dari

a. Pegawat Neperi Sipil;
b Anpgota Tentara Nasiona) Indonesia; dan

c. Anggoia Kepolisian Nepara Republik Indonesia.

I /(/Z?\J’cgnwni Negeri Sipil - schagaimana dimaksud dalam ayat (1)

!
“huraf a, terdiri dard

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan

b. Pegawai Negeri Sipil Dacrah,

Di samping Pegawai Neger schagaiana dimaksud dalam ayal
(I} pejabat yang berwenang dapal mengangkat pegawai tidak

tetap.

Pasal 3

Pepiwar Negeri berkedudukan scbagai unsur aparatur negara
yang bertogas imtuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam pcuycleng-

grraan ugas nepara, pemerintahan, dan pembangunan,

(2) Dalam ...
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i
(2) Dalam kecudukan dan tgas schagaimana dimpksud dalam ayat
(1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan

dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakalt.
() Untuk  menjamin netralitas Pegawai  Negeri scbagaimana
dimaksud dalam ayat (2), Pepawai Negeri dilarang menjadi

anggota dan/atiu pengurus partai politik.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 4

Scliap Pegawai Megert wajib sctin dan tast kepada Pancasila,
Undanp-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintal, serta wayjib

menpaga persatuan dan kesatuan banpsa dalam Ncgara Kesatuan

Republik Indonestn,”
Ao Ketentuan Pasal 7 menjadi berbunyi schagai berikut

“Irasal 7
(1) Sctiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan
layak scsuai dengan beban pekerjaan dan langgung jawabnyva.
- (2) Gajt yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu

produktivitas don menjamin kescjahicraannya.

(1) Gagi Pegawai Negert yang adil dan layak scbagaimana dimaksud

il ayat (1), ditetapkan de 1an Peraturan Pemerintah.”

4. Judul ...
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Judul Bagian Keempat BAB 11 dan ketentuan Pasal 11 menjadi

berbunyi scbagai berikut

“Bagian Keempal

Pegawal Negeri Yang Menjadi

Pejabat Negara

Pasal 1

(1) Pejabat Negara terdin atas -

C.

Presiden dan Wakil Presiden;

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan
Rakyat;

Ketua, Wakit Ketun, dan Anggota Dewan  Perwakilan
Rakyat;

Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada
Mahkamah Apung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan fakim
pada semua Badan Peradifan,

Ketna, Wakil Ketua, dan Anggola Dewan Pertimbangan
Apung;

Ketua,  Wakil  Ketua,  dan Anggola  Badan  Pemeriksa
Keunngan: '

Meaterd, dan jabatan yang setingkat Menteri:

Kepala Perwakilan l'('chul),'ik Indonesia di luar negeri yang
berkedudukan schagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa

"enulhy;

1. Gubernur .,
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. Gubernur dan Wakil Gubernur;
J- Bupati/Walikola dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan

k. Pejabat Negara Tainnya yang ditentukan olch Undang-

undang.

(2) Pegawai Negeri yang  diangkat  menjadi  Pejabat Negara
diberhentikan dari jabatan organiknya sclama menjadi Pejabat
Nepara tanpa kehilangan statusnya schagai Pegawai Negeri.

(3) Pegawai Negeri yang diangkal menjadi Pejabat Negara tertentu
tidak pertu diberhentikan dari jabatan orpaniknya.

(4) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), seielah

sclesal menjalankan lugasnya dapat diangkat kembali dalam

Jabatan orginiknya.”

Tudal BAB L ketentuan Pasal 12, dan Pasal 13 menjadi berbunyi

sehagat beriknt

“BAD 1T
MAN/TEMEN PEGAWATI NEGER] SIPIL

Bagion Pertama

Tujuan Manajemen

Pasal 12

(1) Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin
penyclenggaraan tupas pemerintahan dan pembangunan sccara

berdayaguna dan berhasilgona.

(2) Untuk ...
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Untuk mewyjudkan penyclenggaraan tugas pemerintahan dan
pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperiu-

kan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab,

Jujur, dan adil melatui pembinaan yang dilaksanakan berdasar-

kan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan

pada sistem prestasi kerja,

Bagian Kcdua

Kebijaksanaan Manajemen
Pasal {3

Kebyaksauam manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup
penctapan norma, standar, proscdur, formasi, pengangkatan, -
peongembangan kualitas sumber daya Pegawai ‘Negeri Sipil,
pemindahac, paji, tenjangan, kesejahteraan, pcr;nbcrhcntinn, hak,

kewagiban, dan kedudukan hukum,

Kebifaksanaan manajemen Pepawai Negeri Sipil scbagaimana
dimaksud dalain ayat (fi)*-hCI':l(i:i pada Presiden selaku Kepala
Pemerintahan,

Untuk membantu Presider. dalam merumuskan kebijaksanaan
schagaimana  uimaksud  dalam ayal (2) dan  memberikan
pectimbangan tertenin, dibentuk Komisi Kepegawaian Negara

vang ditctapkan denpan Keputusan Presiden.

Komisi Kepegawaian Negara schagatmana dimaksud dalam ayat
() terdivn dart 2 (dua) Anggota Tetap yang berkedudukan scba-

gai Ketua dan Sekretaris Komisi, serta 3 (tiga) Anggota Tidak

Telap ...
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Tetap yang kesemuanya  diangkat dan  diberhentikan  olch
Presiden.

(5) Ketua dan Sckretaris Komisi Kepegawaian Negara schagaimana
dimaksud dalam ayal (4), sccara ex officio menjabat schagai

Kepala dan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(6) Komisi Kepepgawaian Nepara mengadakan sidang sckurang-

kurangnya sckali dalaim satu bulan.”
Ketertuan Tasal 15 anenjadi herbunyi schapai berikul

“"asal 15

(1) Jumfah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang
diperlukar ditctapkan dalam formasi.

(Z) Formasi sebagaimana dimaksud  datam ayat (1), ditctapkan
untuk jangka waktu (ertentu berdasarkan Jenis, sifat, dan beban

kerja yang harns dilaksonakan.”

Ketentuan Pasal 16 ayal (2) menjadi berbunyi sebagai berikut ;

“(2) Sctiap warge negara Republik  Indoncsia  mempunyai
kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri

Sipil sctelah memennhi syarat-syaral yang ditentukan.”

Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan | (satu) pasal, yakni Pasal

PO A berbuny sehagai berikut -

“Pasal 16 A ...
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“Pasal 16 A

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas umum pemerintahan

dan pembanginan, pemerintal dapat mengangkat  langsung

menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi merck

pada instansi yang menunjang kepentingan Nasional.

(2) Persyaratan, ta(a cara, dan pengangkatan langsung  menjad;
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintal.

Y. Ketentuan Pasal 17

mengadi berbunyi schapai berikut -

“Pasal 17

(1) Pepawai Negeri Sipil diangkat dalam Jabatan dan pangkat

tertentu,

(2) Pengangkatan Pegawal  Neger Sipildalam  suaty Jabatan
difaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesu

ar dengan
kompetensi, prestas; kerga,

dan jenjang pangkat yang ditctapkan

untuk - jabatan iy sepa syanat obyektif lainnya tanpa
membedakan jenis kefamin, suku, apama, ras, atau golonaan,

(3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil - dajam pangkat awal

ditciapkan berdas an formal.”

arhan tingkat penedidi

M0, Ketentuan Pasal 19 dihapus,

. Ketentuan Pasal 20 menjadi berbunyi sehapai berikut
! y 54

“Pasal 20 ...

2 yang telah bekerja
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(3) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentik
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“Tasal 20

Untuk lebih menjamin obycktivitas dalam mecmpertimbangkan peng-

angkatan dalam jabatan dan kcnaikan pangkat diadakan penilaian

prestast kerja.”

2. Kelentuan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26

menjadi berbunyi sehagai berikut

“Iasal 22

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka

pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat  diadakan perpindahan

Jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja.

Pasal 23

(1) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena

menmpgal dunia.

(2} Pegawai Negeri Sipil 'd:‘lpal dif_wrhcnliknn;dcngnn hormat

karcna:

A atas permintaan sendi;

b mencapai batas usia pensiun;
perampingan orgzanisasi pemerintah: atau
doddak cakap jasmani atau rohan schingga tidak dapal

menjalankan kewajiban sehagai Pepaswai Negeri Sipil.

an dengan hormat atau
ttdak diberhentikan karena

a. mclangpar ...
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a. melanggar - sumpal/janji Pegawai  Negeri Sipil  dan
sumpah/anji - jabatan  selain pelanggaran  sumpalijanji
Pegawai Negeri Sipil dan sumpab/janji jabatan karena tidak

sclia  kepada Pancasila, Undang-Undang  Dasar 1945,

Negata, dan Pemcerintah; atau

b, dihukum penjara atau kurungan  berdasarkan putusan

pengadilan yang tclah mempunyai kekuatan hukum yang

tetap karcna miclakukan  tindak pidana  kejahatan yang

ancaiman hukumannyg kurang dari 4 (cmpat) tahun,

(1) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak

atas pernuntaan seodini alau idak dengan hormat karena -

Ao dihukam penjaa berdasarkan putusan pengadilan yang

tclah mempunyai kekuatan hukum  yang lclap  karcna

melakukan  tindak pmidana  kejahatan yang ancaman

hukumannya 4 {empat) talun atan Iebih; atau

b.  mclakukan pelanpgaran disiplin Pegawai Negeri Sipil

tingkat berar.

(5) Pepawal Neperi Sipildiberhentikan tidak dengan hormat karena:

A melanggar sumpalijanji Pegawai Ncgeri Sipil dan sumpah/

Janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-

Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;

b. meclakukan penyclewengan terhadap  ideologi Nepgara,
Pancasiia, Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam

kegiatan yang mencntang Negara dan Pemerintah; atau

c. dilukum ..
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¢. dihukum  penjara atau kurungan  berdasarkan putusan
pengadifan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap karcna mclakukan tindak pidana kejahatan jabatan

alau tindak pidana kejahatan ying ada hubungannya dengan

Jabatan.

Pasa, 24

Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat
yang berwajib karena disangka tefah melakukan tindak pidana
Kefahatan  saiypai mendapat putusan pengadilan yang  (elah

mempunyal kekuatan hukum yang ftetap, dikenakan pember-

hentian sementara,

Pasal 25

(1) Penpanykatan, pemindaban,  dan pemberhentian Pegawai

Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden,

(2) Untuk memperlancar petaksanaan pengangkatan, pemindah-

an, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil schagaimana
dimaksud dalan ayal (1), Presiden ciap-nl mendelegasikan
sehagian wewvenangnya kepada pejabat pembing kepegawaian
pusat dan menverahkay scbagian  wewenangnya kepada
pejabat pemhina kepepawaian dacraly yang diatur lebih Janjur

dengan Peraturan Pemerintah,

(3) Cengangkatan, pemindahan, dan pembethentian Jaksa Agung,

Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Sckretaris

Jenderal ..
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Jenderal  Lembaga Terlinggi/Tinggi  Negara,  Sckretaris
Jenderal Departemen, Dircktur Jenderal, Inspektur Jenderal,

dan jabatan sctingkal, ditctapkan nleh Presiden,

Bagian Kelima

Sumpal, Kod= Etik, dan Peraturan Disiplin

Pasal 26
(1) Sctiap Calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya

menjadi Pegawai Neger Sipil wajib mengucapkan sumpah/janji.

(2) Susunan kata-kata sumpah/fjanji adalah schagai berikut -

Demi Aliah, sava bersinpahi/berjangi -
Balwa saya, untuk diangkat mienjadi Pegawai Ncegeri

Sipil, akan setia dan sepenuhnya kepada Pancasiia, Undang-

Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah; _
bahwa saya, akan mentant scgala peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan mclaksanakan tugas kedinasan yang

dipereayakan kepada sy dengan penuls pengabdian, kesadaran,
dan tanpgung jawab: ?

bahwe  saya,  akan  senantinsa menjunjung  tinggi
kehormatan Negara, Pemerinah, dan martabat Pegawai Negeri

Sipil. serta 1kan scnantissa mengutunakan kepentingan Negara -

daripada kepentingan saya sendiri, sescorang atay golongan;

bahwa  saya, akan memegang  rahasia  sesuatu yang

menurul sifatinys atan menurot perintah harus saya rahasiakan;

bahwa ...
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bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan

. ARl
bersemangat unfuk kepentingan Nepara.

13, Ketentuan Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 menjadi berbunyi sebagai

berikut

“Pasal 30

(1) Pembinaan jiva korps, kode otik, dan peraturan disiplin Pegawai
Negert Sipitb lidak boleh bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1)
dan Pasal 2% Undimg-Undang Dasar 1945,

(2) Pembinaan jiwa  korps, kode ctik, dan peraturan disiplin

schagaimana dimaksud  dalam ayat (1), ditctapkan dengan

rraturan Pemerintaly,

Bagian Keenam

Pendid Kan dan Pelatihin

I'asal 31

(1) Untuk menzapai daya guna dan hasil guna yang scbesar-
besarnya diadakan pengaturan dan penyclenggaraan pendidikan
dan pelatihan jabatan Pegawai Neperi Sipil yang bertujvan
uniuk meningkatkan Pengabdian. mutu, keahtian, kemampuan,

dan keterampilan,

(2 Peclaksanaan ketentuan schagaimana dimaksud dalan ayat (1),

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,
} 5

Bagian ...
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Bagian Kelujuh

Kesejahteraan
Pasal 32

(1) Untuk meningkatkan kegairahan bekerja, disclenggarakan usaha

i

kesejahieraan Pegawai Negeri Sipil,

(2) Usaha kescjahtcraan scbagatmana dimaksud dalam ayat (1),
meliputi program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi
Keschatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan bagi

putra putn: Pegawai Negeri Sipil.

(3) Untuk  penyclenggaraan  usaha kescjalteraan  scbagaimana
dimaksud dalms ayat {2), Pegawai Negeri Sipil wajib membayar
furan sctiap buian dar penghasilannya.

() Untuk penyelenggaraan program pension dan penyclenggaraan

asuransi keschatan, Pemerintah menangpung subsidi dan juran.
(5) Besarnya subsidi dan furan schagaimana dimaksud dalam ayat

(1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,

() Pepawai Negeri Sipil yang meninppal dunia, keluarpanya
H § yany BB 3

berhak memperolely bantuan.”

Ld. Ketentuan Pasal 34 menjadi berbunyi sebagai berikut -

“Pasal 34

) Untuk menjarin kelancaran penyclenggaraan kebijaksanaan
manajemen Pegawai Neperi Sipil, dibentuk Badan Kepegawaian

Nepara.

(2) Badan...
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(2) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyclengpara-
kan  manajemicn Pegawai Negeri Sipil yang mencakup
perencanaan,  pengembangan kualitas sumber daya Pegawal
Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian, pengawasan dan
pengendalian, penyclenggaraan  dan pemelitharaan  informasi
kepegawaian, mendukung perumusan kebijaksanaan kescjah-

teraan Pegawai Negeri Sipil, serta memberikan  bimbingan

teknis kepada unit organisasi yang mcnangani kepegawaian

pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.”

(5. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan | (satu) pasal, yakni Pasal

34 A berbunyi sehagai berikuy -

“Pasal 34 A

(1) Uniuk kelancaran pelaksanaan manajenien Pegawai Negeri Sipil

Dacral dibéntuk Badan Kepegawaian Dacrah.
(£) Badan Kepeg
(1) adatah

Dacrah ™

awatan Dacrah sehagaimana dimaksud dalam ayat

perangkat - Dacrah yang  dibentuk  oleh Kepala

[6. Ketentuan Pasal 35 menjadi berbunyi sehagai berikut: -

“Pasai 35

(1) Sengketa kepepawaian disclesaikan  miclalui Peradilan Tata

Usaha Negara.

(2) Sengkela ...
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(2) Scngketa kepegawaian scbagai akibat pelanggaran crhadap
peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil disclesaikan melalui

upaya  banding administratif kepada Badan Pertimbangan

Kepegawatan,

(3) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan

Peraturan Pencrintah ™

7. ‘Hndu! BAB IV dan ketentuan Pasal 37 menjadic berbunyi scbagai

berikul :

"BAD TV
MANAJEMEN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

DAN ANGGO A KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONES!IA

Pasal 37

Manajemen Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggola

Kepolision Nepara Republik  Indonesia, masig-masing  diatur

denpon Undang-undang wrsendir.™

Pasal 41

Undang undang inf mutai berlaky pada tanggal divndangkan,

Agar ...
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Agar sclinp orang mengetahuinga, memeririhkan pengundangan
tndimp-undang i dengan pencmpatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
padatangeal 30 Sepiember 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONIESIA
fydd.

IACHARUDDIN JUSUR HABIBIE

Divndangan i Jaka

Pada tanggeal 30 September 1999
MENTERT NEGARA STKR A !l’\l.‘;' NEGARA
REPUBT K INDONESTA

fel.
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FENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONTESIA
NOMOR 43 TAIUN 1999
TENTANG
PERUBATIAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR S TATIUN 1974 TENTANG

POKOK-"OKOK KEPEGAWAIAN

I UIMUM

Kelancaran penyelenggaraan tigas pemerintaban dan pembangunan nasional
sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawaij
Negeri. Karera i, dalam ranglia mencapai fujuan pembanpgunan nasional yakni
mewujudkan masyarakay madani yang  (aat hukum, berperadaban modemn,
demokratis, makmur, adil, dan bermoral linpet, diperlukan Pegawai Negeri yang
merupakan wnsur apamanr nepara yang bertugas schagat ali masyarakat yang
harus menyclenpgarakan pelayanan secara adii dan fcrata kepada masyarakat
denpan ditandas kesclinan, dan ketaatan kepada Pancasila dan Undnng—Undnng
Dasar 1945,

DI samping i dalang pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan
kepada Dacral, Pegawai Negeri berkewajiban uniuk tetap menjaga persatuan dan
kesatuan banpsa dan harus meinksana,n lugasnya seciara - profesional  dan
h(‘t{nnggtlng Jawab dalam menyelengparakan gas  pemerintahan  dan

pembangunan, serta hersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sebagai bagian dari pembinaan Pegawai Negeri, pembinaan Pegawai Negeri Sipil
perlu dilakukan dengan scb;lik—baikn)'n""tlcngnn berdasarkan pada perpaduan
sislem prestasi kerja dan sistem Farjer yang dititikberatkan pada sistem prestasi
ketja. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bhagi Pegawai Negeri Sipil
yang berprestasi tinggi untuk menmgkatkan kcm:lmpnmmya sccara profesional

dan berkompetisi seearm schal.

Dengan ...
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Dengan demikian pengangkatan dalam jabatan harus didasarkan pada sistem
prestasi kerja yang  didasarkan atas penilaian obyektirl terhadap  prestast,
kompetensi, dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil. Dalan pembinaan kenaikan

pangkat. di samping berdasarkan sistem prestasi kerja juga diperhatikan sistem

karicr.

Manajemen  Pegawai Negeri SipH o perlu diatgr secara menyeluruh, dengan

menerapkan norma,  standar, dan prosedur yang  scragam (dalami penetapan
formasi, pengadaan, pengembangan, penctapan gaji, dan program kescjahteraan,
serta pemberhentian yang mcrupakan unsur dalan, manajemen Pegawai Neperi
SIpIL baik Pepawai Negeri Sipil Pusat marpun Pegawai Negeri Sipil Dacrah,
Dengan adanya keseragaman tersebur, diharapkan akan dapat diciptakan kualitas
Pegawai  Negeri Sipil - yang Seragam di selurl Indonesia, Di samping
memudal kan penyelenpgnrann Laanajemen kepegawaian, manajemen yang
seragam dapat pula mewwjudkan keseragaman perfakuan dan jaminan kepastian

hukum bagi selaruh Pepawai Negeri Stpil.

Denpan berlaknnya Und.'mg-vu:1(!.’1!1}_; Nomaor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Dacrab barus didorong descrtralisasi wrusan kepegawaion kepada dacrah. Uniuk
meabert landasan yang kuat bagi pelaksanaag desentralisasi kepegawaian
tersebui,  diperlukan adanya pengatuian kehijaksananny manajemen Pegawai
Nepert Siph seeara nasional lenting norna, standar, dan prosedur yang sama dan
bersifat nasional dalam scliap vasur manajemen kepegawaian,

Dalam upaya menjaga netralitas Pegawai Negeri dari pengaruh partai politik dan
untuk menjaniin keutuhan, kelompakan, dan persatuan Pegawai Negeri, ser(a
agar dapat memusatkan sepala perhatian, pikiran, dan fenaganya pada fugas yang
dibebankan kepadanva, maka Pepawal Negeri dilarang menjadi anggota danfatay

pengarus parlad polik.

Olch ,..
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Oleh karena jtu, Pegawni Negeri yang menjadi anggota dan/atay pengurus partai

politik harus diberhentikan schagai Pegawai Negeri. Pemberhentian tersebut

dapat dilakukan dengan hormat atau tida

Untuk meningkatkan profesionalisime (

k dengan hormat.

an kescjahilerann Pegawai Negeri, dalam

undang-undang inj ditegaskan baliwa Pegawai Neperi berhak memperoleh gaji

yang adil dan Tnyak sesuai dzrgan beban kerja dan langgungjnwnbny:\_. Unluk ity

Negara dan Pemerintah wajib mengus

sesuai standar yang layak kepada Pegaw

ahakan dan memberikan gaji yang adil

i Negeri,

Gaji adalal sehagat balas Gasa dan pengharpaan alas prestasi kerja Pegawai

Negeri yang bersangkutan.

Pada umumnya sistem perggajian dapai

sislem skala tmgpal dany sisten skals; Y

xenggajian yang memberikan gaii Ving
2 Yang Faji vang

digolongkan dalam 2 (dua) sistem, yaitu
uda, Sistem skala tmgpal adalah sistem

Sana kepada pegawa yang berpangkat

Samacdergan tdak atay kurang nemperhatikan sifag peckerjaan yang dilakukan

dan beratnys Gngpimg fawal pekerjnann

yil.

Sistem skala ganda adalah sisien, Penggajian yang menentukan besarnya gaji

bukan saja diddasarkan pada pangkat, tetapi Juga didasarkan pada sifat pekerjaan

yang dilakukan, prestasi korja yiang ¢

pekerjaannys,

licapai, dan beratnya tanggung jawab

Sclain kedua sisiem penggagian (erschat dikenal juga sistem penggajian ketiga

Yang disehut sistem skaly sabungan, Yg merapakan PerPaduan antara sistem

skala tunggal dan sistem skala panda. 1

tam sistem skala gabungan, gaji pokok

ditentukan spma bagi Pegawai Negeri yang beipanpkat sama, di samping iy

diberikan tunjangan kepada Pegnwa Negeri Yanp memikyi langgung jawal yang

lebils ..
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lebih beral, prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya

memcerlukan pemusatan pechatian dan pengerahan tenaga secara terus menerus.

Selain it undang-undang ini menegaskan bahwa untuk menjamin manajemen
dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil, maka jabatan yang ada dalam
arganisasi penterintahan baik Jabaan struktural maupun jabatan fungsional
mernpakan jabatan karier yang hanya dapat diisi atau diduduki olch Pepawai
Negeri Sipil, dan/atay Pegawai Negeri yang telah beralih status schagai Pegawai
Negeri Sipil.

Sctiap wargn Nepara Repablik Indong,.., Smempunyal kesempatan yang sama
untuk melamar sebagai Pegawal Negeri Sipil sepanjang memenuhi syarat yang
ditentukan. Pengangkatan sebagai Pegawai Neger Sipil dilakukan sccara obycktil

hanya untnl men nsi formasi van Clownng,
A } yary K

Fengangkatin Pegawai Neper Sipil dalam Jabatan struktural atau Jabatan
fingsional harus dilakukan seear obycktif dan selektif, sehingga menumbuhkan
kegaivahion  intuk berkompetisi bagi senwa Pegawai  Negeri Sipil dalam
meningkatkan  kemampuan profesionalismenya dalam rangka  memberikan
pelayanan yarg terbaik kepada masvarakat,

Untuk dapat melaksanakan pembmaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan
pemikiran tersehuot, periy mengubah heherapa ketentuan Undang-undang Nomor

§ Tahon 19740 tentang Pokol-pakok Kepepawainn,

Ho PASAL DEMI PASAL -

Pasal |

Pasal |

Cukup jelas

Pasal 2...
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Pasal 2

Axai(l)
Huruf a
Cukup jclas
uraf B

Ketentuan miengenai Angpota Tentara Nasional Indonesia, diafur

dengan undang-undang,

ol ¢

Ketentoan  mengenai Anggola Kepolisian Negara  Republik
E £ i

Indoncsin, dintur denpan umlnm;—nnrlnng. i
Ayat (2)
el a
Yang dimaksed denpan Pegwai Negert Sipil Pusat adalah Pegawai
Negert Sipil yang pajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Nepara dan bekerja pada Departemen, Lembaga

Pemerintal Non-iDepartemen, Kesekrelariatan J.embaga Tertinggi/
Tinggi Negara, Iostansi Vertikal di Dacrah E’mpinsi/Kﬂbupﬂtcn/

FRota, Kepaniterann Penpadilan,  alau dipekerjakan  uniuk  me-

nyclenggarakan upas nepara ainnya,
Pl b

Yang  dimaksud  dengan Pegawai Negeri Sipil Dacrah adalah
Pegawai Negeri Sipil Dacrah Propinsi/Kabupaten/Kota yang

pajinya dibebankan pada Angearan Pendapatan dan Betanja Dacrah

dan ..
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dan bekedja pada Pemeriniah Dacrah, atau dipckerjakan di luar

instansi induknya.

Pegawai Neperi Sipit Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Dacrah yang
dperbamtokan di Juar nstansi induk, gajinya dibcbankan pada

instansi yang mencrima perbantuan,
Ayat (3)

Yang  dimaksu¢ dengan pegawai tidak tctap adalah pegawai yang

diangkat  untuk Jangka waky tertentu puna melaksanakan lugas

pemerintahan dan pembangunan yang bersifal teknis profesional dan

administrasi sesuai dengan kebutuhag dan kemampuan organisasi,

Pepawai tidak welap tidak berkedudukan schagai Pepawai Negeri.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 7
Ayal (1)

Yang dimaksye dengan gal yang adil dap lavak adalah bahwa gaji

Pepawai Negeri harus mampu memenulyy kebutuhan hidup kcluarganyn,

schingga Pegawai Neperi yang bersangkuetan dnpat memusatkan

perhatian, pikiran, dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang

dipercayakan kepadiya,

Ayal (2) ..,
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Ayat (2)
Cukup jelas
Ayal (1)

Pengaturan gaji Pegewai Negeri yang adil dimaksudkan untuk mcnccgah
kesenjangan kescjanteraan, baik antar Pegawai Negeri maupun antara
Pegawai Neperi denpan swasta, Sedangkan paji yang fayak dimaksudkan

wnluk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok dan dapat mendorong

produktivitas dan kreativitas Pegawat Negeri,

Yasal 1]

Avat (1)

Urntan Pejabat Nepara schagaimana tersebut dalam kot tentuan ini tidak

berarti menunjukkan tnpkatan kedudukan dari pejabat tersebut.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan akim pada Badan
Peraditan adalal akim yang berada di lmy!\ung.m Peradilan Umum,

Peradilan Tata Usaha Ne gavra, Peradilan Militer dan Peradilan Agama,
Avyat(2)

Cukup jelas
Ayl (3)

Yang dimaksud Pejaba Negara tertentu adalah Ketua, Wakil Ketua,
Ketu Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, scrta Kelua,

Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan; Ketua, Wakil

Ketua ...
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Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang berasal dari

jabatan karier; Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

: . e
yang berkedudukan scbagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh

yang berasal dari diplomat karvicr, dan jabatan yang setingkal Menleri.

Ayal (1)

Cukup Jelas

Pasal |2

Ayat (1)

Cukup jelns

Ayat (2)
Dalam rangka usahs unluk meningkatkan mutu dan keterampilan serta
memopuk kegairahan bekerja, maka periu dilaksanakan pembinaan
Pepaswai Neperi Sipil dengan sehaik-baiknya atas dasar sistem prestasi
kerja dan sisten karier yaag dititikberatkan Pada sistem prestasi kerja,
Dengan demikian akan dipetoleh penitaian yang obyektil terhadap
kompetensi Pegawai Nogeri Sipil. |
Untik dapat meiingkatka Taya puna dan hasil puna yang schesar-
besarnya, maka sistem pembinaan karier yang harns dilaksanakan adalah
sIstem pembinaan karier teetatup datam ar negara,
Dengan sistem karier ertutup dalany arg Aceara. maka dimungkinkan
perpindahan Pegawai Negeri Sipil dar .Dcp;lr[cnlcn/’Lcmbnga/Propinsi/
Kabupaten/Kota yang sain kg I)cp:n:'{cmcn/Lcmh:lgn/f’ropinsi/Kabupa—
ten/Kola yang fain amn sebaliknya, terutama untuk menduduki jabatan-
jabatan yang bersifat manajerinl,

Pasal 13 ...
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Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayal (2)

Cukup jelas

Ayat (1)
Komisi Kepegnwaian Negara sebagainana dimaksud dalam ketentuan

int adalal Komisi yang bertugas membantu Presiden dalam ;
A mero nuslam kebijaksanaan umum kcpcguwuian;

b, merumuskan kebijaksanaan penggajian dan kescjahteraan Pegawai
Negert Sipil; dan
¢ memberikan pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian dalany dan dar jabatan strukural tertentu yang

menjadi wewenarg Presiden.

Untuk dapat mclaksanakan tugas pokok tersebul seeara obycktif, maka

kedudukan Komisi adatah mdependen.

Ayat (4)
Anggota Tetap diangkat dar Pegawai Negeri Sipil senior dari instansi
pemerintal atau pergurnan fingpi din stal senjor dari  Badan
Kepegawaian Negara, sedangkin Anggota Tidak Tetap diangkat dari
Pegaswai Negeri Sipil senior dari Departemen terkait, wakil organisasi
Pegawai Megeri, dan wakil dari tokoh masyarakat yang mempunyai

keahlian yang diperlukan ofel Komisi.

Ayat (5) ...
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Ayat (5)

Cukup jelas

Ayal (6)

Cukup jeias

Masal 15
Avat ()
Forinast adalah penentuan Jumiah dan susunan pangkal Pegawai Negeri
Sipil yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok yang
ditctapkan olch peiabal yang berwenang.
Tamtah Pegawai iNegeri Sipil vang diperlukan ditetapkan berdasark

behan kerja siatu organisasi,

an

Aval (2)

Formasi ditctapkan berdasarkan perkivaan heban kerja dalam jangka

wakbe tertentu dengan mempertimbangkan macam-macam pekerjaan,

rutinitas pekerjoan, keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas

dan hal-hal [ain yanyg mempengarubi jumiah dan sumber daya manusia

yang diperlukan,

Pasal 16

Ayat {2)

Ketentuan ini menegaskan bl penpadian Pegawai Negeri Sipil harus

diddasankan atas syarat-syarat obycktl yang telal dilentukan, dan tidak

boleh didasarkan atas jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, atau
daerah.

Pasal 16A ...

R i s

L -
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tasal 16 A .
Avat {1)
Pengangkatan Tangsung menjadi Pegawai Negeri Sipil, dilaksanakan o
sccarn sangat selektif bagi mercka yang dipandang telah berjasa dan

diperlukan bagt Negara.

Aval (2)

Cukup jelas

MPasal 17
P )

d Ayt (‘I‘)

N

Yang dimaksud Jabatan adalabh kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggang jawab, wewenang, dan hak sescorang Pegawai Negeri Sipil

e

dalam suatu satuan organisasi Negara.
Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier. .

Jabatin Karier adalah Jibatan ot lingkungan birokrasi pemerintah
yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Neperi Sipil alau Pegawai
Nepert yang telah beralih statos sebapai Pegawai Neperi Sipil,

Jabatan Kavier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu jabatan
struktural dan jabatan fungsional. Jabatan strukioral adalah jabatan yang
secara tegas ada datam struklur organisasi. Jabatan fungsional adalah
Jabatan yang tidak sccara tegas disebutkan dalam struktur organisasi,
tetapi dari sudut furgsinya diperlukan oleh organisasi, seperli Peneliti,

Dokter, Pustakawan, dan fain-lain yang serupa dengan i,

; Yang ...
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Yang dimaksud dengan Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan
tinpkat sescorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam
rangkaian - susunan kepepaseaian dan digunakan  scbagai  dasar
pengpajian,

Ayal ()
Yang dimaksud  dengan syara obycklif Tainnya antara lain adalal
disiplin kerja, kesetinan, pengabdizna, pengalaman, kerjasama, dan dapal
dipereaya,

Ayat (1)

Cukup jelag

i"snl 20

Cukup jelng

Pasal 22

Untuk kepentingan  kedinasan dan scbagai salab satu usaha  untuk
memperluas pengalaman, wawasan, dan kemampuan, maka perlu diadakan
perpindahan _jnhnlnn_, tugas, dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil
ferutama bagi yang  menjabat pEtpinan dengan tidak mcrugikan  hak

kepegawaiannya.

Pasal 23 ...
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Pasal 22
Ayat (1)

Pegawai Negeri Sipil yany diberhentikan dengan hort‘nat menerima hak-
hak kepegawaian scsuni dengan peraturan perundangan yang berlaku
antara Jam hak pensiun dan tabungan hari tua,

Ayat (2)
Dibethentikan dengan harmat apabila

enaganya tidak diperlukan glch

Pemerintah atan hal hal Tain yang dapat menpakibatkan yang

bersangkutan diberbentikan tidnk dengan hormat,
Ayat (1)

IDhedhentikan dengan hormat atan (dak hiberhientikan tergantung

kepada hera rinpannya pelanggarm atay memperhatikan jasa-jasa dan
pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,

L |
Ayat (1) ‘

Diberhentikan denpan Bormat lidak atas permintaan sendici atau

diberhentikan Gidak denyran oot terpmtung kepada berag rinpannya

wlgparan yang drbkakan Pegien; Neper Sipit vang bersangkutan
! 1 Yy § ] it yang B

da memperhatikan jasa dan peirgabedinnnya,
- Ayal(5)

Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak

berhak menerima pensiog,

Pasal 24 .,
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Pasal 24

Untuk menjamin kelanzaran pemeriksaan, maka 'egawai Negeri Sipil yang
disangka cleh pejabat yang berwajib melakukan tindak pidana kejahatan,
dikenalan pemberhentian sementara sampai adanya putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pemberhentian sementara
ferschut  adalali pemberhentian sementara dari jabatan  necgeri bukan

pemberfientian senicntara schagai Pegawai Negert Sipil.

Apabila pemeriksanm oleh yang berwajib telah sclesai atau telah ada putusan
pengaditan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang lclap dan ternyala
babwa Pegawai Negeri Sipil yang  bersangkutan tidak bersalah, maka
Pepanwai Negeri Sipil tersebut direhabilitasikan terbitung scjak ia dikenakan
pemberhentian scmentara. Rehabilitasi yang  dimaksud mcn'gandung
pengertian, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bcrsnngktimn diaktifkan dan

dikembalikan pada jabatan semula.

Apabila setelah pereriksaan oleh Pengadilan telah sclesai dan ternyata
Pepawar Negert Sinil - yang bersangkutan bersalah dan oleh sebab jiu
dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyan kekuatan hukum yang telap, maka Pegawai Negeri Sipil terscbul
dapat diberhentikan. dengan memperhatikan ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf

by ayat () hural a, dan aval () lnoal e

Masal 25

Ayal (1) .
Cukup jelas

Ayat (2) ...
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Ayal ()

Ketentian mengenai pendelegasian atau penycrahan kewenangan yang
diatur datam Peratutan Pemerintaly menjadi norma, standar, dan prosedur
dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri *
Sipil.

Avat (1)
Tabatan-fabatan yang dimaksud dalam ketentuan i merupakan jabatan-

Jabitan karier tertinggi. Oleh ki, it pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentiannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 26
Ayat (1)
Pevgucapan . Sumpahdanii - dilakukan menurut agama  yang  diakui
Pemermtah, yakni
a.diawali dengan ucapan “Demi Allah™ untuk penganut agama Islam;

b diakhirt dengan weapan “Semaga Tuban menolong saya” untuk
penganut agama Kristen Protestan/Katolik;
¢ diawali denzan ucapan "Om atah Paramawiscsa™ untuk penganut

agama Hindu; dan

do diawalt dengan ueapan “Demi Sang Hyang Adi Buddha” untuk

penganut agama Buddha,

Ayat(2) ..,
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Ayal (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Fengaturan dan penyelenggaraan pendidikan <dan pelatihan jabatan bagi
Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan agar lerjamin keserasian pembinaan

Pepawai Neperi Sipil,

Pengraturan penyclengaan pendidikan fan petatihan jabatan meliputi
kepiatan perencanann,  termasik perencanaan  angparan, penentuan

standar, pemberian akreditasi, penthaian, dan pengawasan,

Fujuan pendidikan dan pelatilan jabatan antara lain adalaly -

- meningkatkan penpabdian, mutn, keahlian, dan keterampilan;

- menciplakan adanya pola bempikir yang sana;

- omenciplakan dan menpembangkan metode kerja yang lebih baik;
dan

- membma kavicr Pepawai l\-"c_g::cr’i Sipal.

Pada pokoknva pendidikan dan elatihan jabatan dibagi 2 (dua , yailu
I ya g .
pendidikan dan pelatihan prajabatan dan pendidikan dan pelatihan dalam

Jabatan:

- Pendidikan ...
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- Pendidikan dan Pelatihan prajabatan (pre service training) adalah
suatu pelatihan yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil,
dengan tujuan apar ia dapal terampil melaksanakan tugas yang
dipcreayakan kepadanya;

- Pendidikan dan Pelatiban dalam jabatan (in service training) adalah
suatu pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu, keahljan,

kemamnpuan, dan keterampilan,
Ayat(2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Masal 34

Cukup jelas

Pasal 34 A
Cukop jelag
lasal 3s

Ayat(h

Cukup jelas

Aval (2)

Pegawai Negeri Sipi! polongan tertentn yang dijatuhi hukuman disiplin

pemberhentian ...
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pemberhentian dengan hormat tidak  atas perinintaan  sendiri dan

pemberhentian tidak dengan hormat scbagai Pegawai Negeri Sipil dapat

mengajukan upaya banding  administratif ke Badan Pertimbangan

Kepegawaian.,
Ayal (1)

Cukup jelns

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas
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